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PROPOSAL HIBAH KOMPETENSI
DAMPAK KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
PENGEMBANGAN KOMPETENSI LOKAL SEBAGAI BASIS
KERJASAMA ANTAR-DAERAH DI PROVINSI SULAWESI BARAT
I. RINGKASAN
Kajian menganalisis dampak (manfaat) kebijakan pemekaran wilayah
terhadap pengembangan kompetensi lokal sebagai basis kerjasama antar daerah
di Provinsi Sulawesi Barat. Urgensi penelitian ini didasarkan pada kenyataan
bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi
Sulawesi Barat masih memperihatinkan. Pertama, nilai PDRB Provinsi
Sulawesi Barat berada pada urutan kelima dari lima provinsi di Sulawesi.
Kedua, kabupaten di Provinsi ini giat menata diri dengan cara mengembangkan
komoditi unggulan daerahnya, khususnya yang mendukung pengembangan
Empat Strong Points – infrastruktur, sektor pendidikan, sektor kesehatan,
gerakan nasional kakao (Laporan EKPD UNM dan Bappenas, 2009, 2010,
2011), atau saat ini Lima Isu Strategis dalam rencana pembangunan Provinsi
Sulawesi Barat (Laporan EKPD UNM dan Bappenas, 2013). Analisis dampak
kebijakan ini menggunakan jenis penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif,
dengan pendekatan survei evaluatif dan deskriptif analisis. Unit analisis
penelitian ini adalah Product Domestic Regional Bruto (PDRB) dan beragam
potensi dan kompetensi lokal pada setiap instansi (Satuan Kerja Pembangunan
Daerah, SKPD) pemerintah daerah dan di masyarakat. Pengumpulan datanya
dilakukan melalui teknik observasi (lembar observasi/ checklist), angket (daftar
pertanyaan terstruktur), wawancara (pedoman interviu), diskusi kelompok
terfokus (panduan diskusi), dan dokumentasi. Teknik analisis dampak
kebijakan yang digunakan adalah analisis “shift-share” berserta teknik analisis
pendukungnya yaitu pengukuran nilai Localization Quotient (LQ), Localization
Index (LI), Specialization Index (SI); analisis “multiplier-effects”, dan
deskriptif analisis. Analisis dampak kebijakan, sebagai bagian dari teknik
evaluasi kebijakan (Finsterbusch dan Motz, 1980, yang dikutip oleh Wibawa
dkk., 1994) menggunakan pendekatan “comparative before-after”.
Penggunaan teknik ini dipilih karena dianggap paling kuat hasil simpulan yang
dihasilkan. Hasil yang diharapkan yaitu: 1) Pemetaan karakteristik (kuantitas,
kualitas, keberagaman, dan penyebaran) potensi dan kompetensi – SDA, SDM,
kelembagaan, budaya – lokal pada setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat
sebagai basis pengembangan kerjasama antar-daerah; 2) Pola-pola dan bentuk
kerjasama intra dan antar daerah berbasis kompetensi lokal yang
dikembangkan oleh setiap daerah di Provinsi Sulawesi Barat; 3) prinsip-prinsip
generik sebagai acuan pelaksanaan kerjasama antar daerah yang efisien,
efektif, sinergis, dan berkelanjutan; 4) dokumen best practices orientasi nilai
kebijakan (peraturan) yang jelas sebagai landasan normatif kerjasama antar
daerah; dan (5) pemetaan pemangku kepentingan dan institusi lokal yang
terlibat dalam kerjasama antar-daerah di Provinsi Sulawesi Barat.





Dampak kebijakan pemekaran wilayah menurut Undang-Undang (UU)
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan,
dan Penggabungan Daerah, beserta undang-undang dan peraturan lainnya yang
mendukung pemekaran wilayah mendorong terjadinya euphoria pembentukan
daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran wilayah sehingga berdampak
pada stagnasi (perlambatan) pembangunan daerah di Indonesia. Dalam praktik,
banyak daerah yang mengabaikan kriteria sebagaimana diatur dalam UU dan
PP tersebut, bahkan sebaliknya mendahulukan baik fakta sejarah dan kelompok
kesukuan maupun kepentingan perorangan (kursi bupati, kepala dinas, dll).
Pada akhirnya, dampak kebijakan pemekaran wilayah ini selalu menimbulkan
pro dan kontra. Meskipun penyelesaiannya diserahkan kepada daerah, namun
seringkali penyelesaian persoalan yang dihadapi tetap berlarut-larut sehingga
berpotensi melahirkan konflik kepentingan yang berkepanjangan di daerah
yang dimekarkan dengan daerah induknya, seperti halnya yang terjadi hingga
saat ini di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat (Hasil Penelitian
Pendahuluan di Provinsi Sulawesi Barat, 2012, 2013) yang gemanya berlanjut
hingga saat ini (Wawancara: Dr. Said Saggaf, M.Si., mantan Bupati Mamasa
Provinsi Sulawesi Barat, 2014).
Berbagai macam permasalahan dan dampak kebijakan pemekaran
wilayah ini dapat terlihat dalam laporan hasil penelitian sebagai berikut: 1)
penataan kelembagaan DOB belum sepenuhnya mengacu pada kondisi aktual
wilayah dan pada pertimbangan efisiensi, keterbatasan sarana dan prasarana
dialami hampir semua DOB; selanjutnya DOB belum banyak melakukan
terobosan atau inovasi yang bernilai untuk mensiasati kelangkaan sumber daya
guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 2) nilai rasio jumlah pegawai
dengan penduduk pada DOB masih lebih rendah dibandingkan rasio nasional
2dan rasio ideal (jumlah PNS Golongan I-IV dibagi jumlah penduduk dikalikan
10.000; 3) kegiatan investasi di DOB belum menunjukkan perkembangan dan
masih terjadi konflik perebutan aset antara daerah induk dengan DOB, seperti
yang terjadi hingga saat ini di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat; 4)
untuk DOB yang semula berstatus kota administratif masyarakatnya menilai
tidak ada perubahan kualitas layanan sebelum dan setelah menjadi daerah
otonom, sedangkan untuk DOB yang semula berstatus kecamatan, masyarakat
menilai ada perubahan yang signifikan. 5) Hubungan eksternal DOB diliputi
permasalahan transfer aset (Laporan EKPD Provinsi Sulawesi Barat oleh
Bappenas, 2013; Studi Pendahuluan Tim Peneliti di Provinsi Sulawesi Barat,
2013; Bappenas, 2004; Kadjatmiko, 2005; STIALAN, 1999). Oleh karena itu,
penelitian ini menganalisis dampak (manfaat) kebijakan pemekaran wilayah
terhadap pengembangan kompetensi lokal sebagai basis kerjasama antar-
daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka
rumusan masalah penelitian ini adalah:
a. Bagaimana karakteristik (kuantitas, kualitas, keberagaman, dan penyebaran)
kompetensi lokal pada setiap kabupaten sebagai basis pengembangan
kerjasama antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
b. Pola-pola dan bentuk kerjasama antar daerah seperti apa yang eksisting
dikembangkan berbasis kompetensi lokal pada setiap kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat.
c. Bagaimana gambaran prinsip-prinsip generik sebagai acuan pelaksanaan
kerjasama antar daerah yang efisien, efektif, sinergis, dan berkelanjutan di
Provinsi Sulawesi Barat.
d. Mengapa dokumen best practices orientasi nilai kebijakan (peraturan) yang
jelas diperlukan sebagai landasan normatif kerjasama antar daerah di
Provinsi Sulawesi Barat.
3e. Bagaimana gambaran pemetaan pemangku kepentingan dan institusi lokal
yang terlibat dalam pengembangan model kerjasama antar-daerah di
Provinsi Sulawesi Barat.
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bermaksud menganalisis dampak kebijakan pemekaran
wilayah terhadap pengembangan kompetensi lokal sebagai basis kerjasama
antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Oleh karena itu, dirumuskan tujuan
penelitian sebagai berikut:
a. Mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan karakteristik (kuantitas,
kualitas, keberagaman, dan penyebaran) kompetensi lokal pada setiap
kabupaten sebagai basis pengembangan kerjasama antar daerah di Provinsi
Sulawesi Barat.
b. Mengetahui, menganalisis dan menjelaskan pola-pola dan bentuk kerjasama
antar daerah yang eksisting dikembangkan berbasis kompetensi lokal pada
setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
c. Mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan prinsip-prinsip generik sebagai
acuan pelaksanaan kerjasama antar daerah yang efisien, efektif, sinergis, dan
berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Barat.
d. Mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan dokumen best practices
orientasi nilai kebijakan (peraturan) yang jelas diperlukan sebagai landasan
normatif kerjasama antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
e. Mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan gambaran pemetaan pemangku
kepentingan dan institusi lokal yang terlibat dalam pengembangan model
kerjasama antar-daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
1.4 Urgensi (Keutamaan) Penelitian
Setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang
kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah maka daerah kabupaten/kota di Indonesia
menjalankan fungsi dan peran yang lebih besar dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan serta penyediaan pelayanan publik(Haedar,
42012). Dalam usaha dalam undang-undang yang mengakomodasi kepentingan
masyarakat melalui dampak kebijakan mengenai kerjasama yang lebih luas
dengan tujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan intra dan antar daerah
yang seimbang, selaras, dan serasi dalam melakukan efisiensi. Oleh karena itu,
pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah pemekaran dari
Provinsi Sulawesi Selatan (induk) diharapkan dapat mempersiapkan diri secara
optimal agar tujuan yang akan dicapai dalam rencana strategisnya untuk
menyediakan kompetensi setiap daerah.
Untuk merealisasikan tujuan tersebut, setiap daerah menghadapi masalah
dan tantangan akibat “keterbatasan” atau “kekhasan” potensi sumber daya yang
dimiliki, namun sekaligus memiliki kekuatan dan peluang untuk melakukan
kerjasama antar daerah, khususnya daerah kabupaten/kota yang berdekatan dan
berada dalam satu kawasan di suatu provinsi (Akib, 2012). Provinsi Sulawesi
Barat merupakan daerah yang memiliki potensial dalam pengembangan
kerjasama antar daerah, karena didukung oleh berkembangnya berbagai sektor
pembangunan sebagai basis pengembangan setiap daerah.
Urgensi dan signifikansi melakukan penelitian tentang Dampak
Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Pengembangan Kompetensi
Lokal Sebagai Basis Kerjasama Antar-Daerah Di Provinsi Sulawesi Barat
didasarkan pada kenyataan dan hasil pengamatan bahwa kerjasama intra dan
antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat belum terlaksana sebagaimana yang
diharapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Hasil Penelitian Strategis Nasional Akib dkk (2009) dan
hasil penelitian Akib dkk di Bappenas (2006) menyimpulkan bahwa pemetaan
kompetensi lokal sebagai basis pengembangan model kerjasama dan koordinasi
antar daerah di kasawan Ajatappareng Provinsi Sulawesi Selatan dan di
Indonesia hanya mampu memberikan pedoman bagi setiap daerah dalam
menetapkan komoditas unggulan yang akan dikembangkan, padahal yang
diharapkan adalah bagaimana pengembangan model kerjasama dan koordinasi
tersebut mampu memberikan kemanfaatan bagi warga masyarakat secara
5optimal dan berkesinambungan, melalui penyediaan pelayanan publik dasar
secara efisien, efektif, dan berkualitas.
Tujuan penelitian ini sesuai dengan arah strategi dan kebijakan
pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Tri Konsepsi Pembangunan
(1990) dan Rencana Strategis pembangunan daerah provinsi dan
kabupaten/kota di kawasan Mamminasata saat ini (2011). Namun demikian,
dalam implementasi programnya belum sampai kepada bagaimana upaya nyata
setiap daerah yang tergabung di dalamnya untuk memikirkan pengembangan
model kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik secara
efisien, efektif, dan berkualitas, sebagaimana yang diharapkan oleh Rosen
(1993) yang dikutip Ichwanuddin (2005). Di samping itu, belum jelas format
atau model kerjasama intra dan antar daerah dalam penyediaan pelayanan
publik dasar (bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi), seperti
pembangunan rumah sakit (bidang kesehatan) di perbatasan dua kabupaten di
Provinsi Gorontalo (Tarigan, 2007).
Belum adanya model kerjasama antar daerah yang dikembangkan ini
diindikasan oleh beberapa persoalan, di antaranya adalah terdapat perbedaan
kepentingan dan prioritas antara satu daerah dengan daerah lainnya serta
kurangnya dukungan dokumen-dokumen legal sebagai payung kerjasama yang
dapat menjadi acuan pelaksanaan kerjasama. Di samping itu, peran pemerintah
pusat dirasakan masih dominan. Untuk itu, perlu adanya kreativitas dan inovasi
dalam mereaktualisasi dan mengadaptasi konsep pelayanan publik dasar yang
dilaksanakan melalui pengembangan model kerjasama antar daerah dengan
prinsip efisiensi dan efektifitas, kualitas, sinergitas, dan saling menguntungkan
dalam bidang yang terkait dengan kepentingan lintas wilayah. Selain itu,
diperlukan sebuah strategi kebijakan pengembangan model kerjasama antar
daerah dalam penyediaan pelayanan publik berbasis kompetensi lokal sebagai
keunggulan setiap daerah.
61.5 Luaran Penelitian





lokal setiap kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat.
 Pola-pola dan bentuk atau
model kerjasama antar
daerah.
 Peta potensi dan kompetensi Sumber Daya Alam/SDA yang meliputi kekayaan
alam di darat, di laut/ dibawah laut dan di udara (istilah yang digunakan di
Sulawesi Barat untuk menyatakan minyak juga ada di udara, minyak kelapa)
 Peta potensi dan kompensi Sumber Daya manusia/SDM yang meliputi
karakteristik penduduk (usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan/ mata
pencaharian), penyebarannya pada wilayah di pantai, daratan dan pegunungan,
dan sebagainya.
 Peta potensi dan kompetensi kelembagaan yang meliputi organisasi dan
kelembangan formal dan non-formal yang ada dan berkembang di Provinsi
Sulawesi Barat, baik kelembagaan yang diinisiasi oleh pemerintah maupun
yang tumbuhn dan dikembangkan oleh kelompok masyarakat setempat.
 Peta potensi dan kompetensi budaya yang tumbuh, berkembang dan
dipertahankan di Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi adat istiadat,
kebiasaan, norma-norma yang mengarahkan perilaku warga, serta khazanah
budaya yang selama ini dikembangkan, baik yang bernilai ekonomis maupun
untuk kepentingan kelanggengannya.
 Pola kemitraan aktor (P-5 – public, private, people, pers, partnership) dalam
pengelolaan sumber daya yang dimiliki Provinsi Sulawesi Barat.
 Model teoritik kerjasama antar-daerah adalah, antara lain Intergovernmental
Service Contract, Joint Service Agreement, Intergovernmental Service
Transfer (Henry, 2005), sedangkan model kerjasama yang eksisting selama ini
adalah kersama pemasaran, kerjasama transportasi dan penumpang, Kerjasama
pengelolaan atas suatu wilayah yang memiliki peran dan fungsi strategis bagi
wilayah-wilayah terkait, kerjasama permodalan, kerjasama pemasokan barang
7/ produk dari satu daerah ke daerah lainnya, kerjasama pengaturan mengenai
aspek tertentu yang sama-sama dimiliki oleh beberapa kabupaten/kota (Akib






 Dokumen best practices
orientasi nilai kebijakan.
 Prinsip Generik sebagai acuan kerjasama yang ada secara konseptual adalah
antara lain transparansi, akuntabilitas, partisipatif, keefisienan, keefektifan,
konsensus, saling menguntungkan dan saling memajukan.
 Prinsip khusus kerjasama antar pemerintah daerah yang lainnya adalah
dibangun untuk kepentingan umum dan kepentingan yang lebih luas,
didasarkan atas saling membutuhkan, saling memperkuat pihak yang terlibat,
ada keterikatan masing-masing pihak terhadap perjanjian yang telah
disepakati, tertib dalam pelaksanaan, tidak boleh bersifat politis dan bernuansa
KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme), dibangun di atas rasa saling percaya,
saling menghargai, saling memahami dan manfaat yang dapat diambil kedua
belah pihak.
 Landasan normatif kerjasama antar daerah untuk digunakan baik sebagai dasar
reformulasi kebijakan/peraturan daerah
 Patok duga (benchmarking) pencapaian hasil kerja terukur bagi unit kerja
yang dibina untuk meraih citra pelayanan publik di masa akan datang.
III
 Hasil pemetaan pemangku
kepentingan dan institusi







lokal yang dimiliki di
Provinsi Sulawesi Barat.
 Model kemitraan yang eksisting di lokasi penelitian yang melibatkan peran
(role) pihak publik/pemerintah, private (organisasi bisnis), people (warga
masyarakat atau penduduk setempat), dan pers (media), perguruan tinggi (PT).
 Faktor-faktor yang melatarbelakangi keterlibatan setiap aktor dalam kerjasama
yang bersifat kemitraan yang kolaboratif.
 Strategi yang sesuai (fit) untuk memacu kerjasama antar-daerah di Provinsi
Sulawesi Barat.
 Pemetaan keunggulan daya saing setiap daerah berbasis kompetensi lokal
yang dimiliki.
 Strategi yang sesuai (fit) untuk pengembangan kompetensi lokal setiap daerah




Menurut Dye (1981: 367) dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang
ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Dye dan
Anderson (1984: 134) menambahkan bahwa semua bentuk manfaat dan biaya
kebijakan baik langsung maupun yang akan datang harus diukur dalam bentuk
efek simbolik atau efek nyata yang ditimbulkan. Dari hal tersebut, maka
muncullah sebuah output yang akan diperoleh dalam bentuk program yang
dilaksanakan oleh pemerintah seperti rehabilitasi jalan, pembayaran tunjangan
kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan lainnya yang diharapkan
mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
Menurut Dye (1981: 366) dan Anderson (1984: 136-139) mengungkapkan
bahwa sejumlah dampak kebijakan perlu memperhatikan di dalam evaluasi
kebijakan, yakni: 1) dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target, 2)
dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi atau
kelompok target, 3) dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi
masa depan, 4) biaya langsung kebijakan dalam bentuk sumber daya dan dana
(uang) yang telah digunakan dalam program, 5) biaya tidak langsung kebijakan
yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lain, dan 6)
sulit mengukur manfaat tidak langsung dari kebijakan terhadap komunitas yang
dituju oleh suatu program kebijakan.
Oleh karena itu, menurut Akib (2009: 7) mengatakan bahwa secara teori
dampak kebijakan tidak sama dengan output kebijakan. Dye (1981:368)
menjelaskan bahwa penting untuk mengukur manfaat dalam bentuk aktivitas
pemerintah swasta. Hal ini perlu dicermati karena seringkali terlihat adalah
pengukuran aktivitas pemerintah mengukur output kebijakan. Dalam menjelaskan
9determinan kebijakan publik, ukuran output kebijakan publik sangat penting
diperhatikan. Namun, dalam menilai dampak kebijakan publik, perlu ditemukan
identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan upaua mengukur
aktivitas pemerintah tersebut. (Akib, 2009: 7)
2.2 Pemekaran Wilayah
Pemekaran wilayah merupakan salah satu kebijakan otonomi daerah yang
diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintah yang baik (good
governance). Melalui kebijakan ini diharapkan akan mewujudkan peningkatan
kesejahteraan rakyat (Dwiyanto, 2006a: 87). Sedangkan menurut Peter (2012)
Pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang
ditempuh oleh Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas
pemerintahan baik dalam rangka pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan
menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri,
sejahtera, adil dan makmur.
Sebagaimana ungkapan Ratnawati (2009: 13-14) mengatakan bahwa
maraknya pemekaran wilayah memberikan ruang ispirasi, keberagaman serta
otonomi lokal, sesuatu yang diabaikan di era orde baru yang patut untuk
disyukuri. Dengan pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonom baru
merupakan kebijakan paling menonjol dalam melakukan penataan daerah
(territorial reform). Dimana kebijakan penataan daerah mencakup pemekaran
wilayah otonomi, penghapusan daerah dan penggabungan daerah otonom.
Pemekaran merupakan pemecahan satu daerah otonom ke dalam beberapa daerah
otonom. Sedangkan penggabungan daerah otonom adalah dua atau lebih darah
otonom yang menggabungkan diri ke dalam satu daerah otonom (Pratikno dan
Burhan, 2011:131).
Secara khusus, UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang pembentukan
daerah pada Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus.
Dianalogikan bahwa masalah pemekaran wilayah merupakan ruang lingkup
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pembentukan daerah. Sebagaimana dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) menyebutkan
bawah “undang-undang pembentukan daerah sebagai dimaksud pada ayat (1)
antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan
menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjuknan pejabat kepala daerah,
keanggotaa DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen
serta perangkat daerah”.
2.3 Kerjasama Antar Daerah
Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan terdapat berbagai bentuk
kerjasama antar sektoral dan kerjasama antar daerah di Indonesia. Dua bentuk
kerjasama antar sektor di daerah tertentu dapat disajikan sebagai berikut (Bappenas,
2005, Bappenas, 2006). Pertama, kerjasama Merapi. Pada kerjasama ini berbagai
sektor dalam pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta berbagi tugas untuk
merealisasikan tujuan pemerintahan daerah dalam mengelola Kawasan Merapi
menjadi kawasan wisata alam. Berbagai sektor pemerintahan yang terkait
bekerjasama mengurus penetapan status hukum Taman Nasional dan membuat
perencanaan tentang pengelolaan dan penataan Kawasan Taman Nasional Gunung
Merapi (KTNGM). Kedua, kerjasama dalam Forum Kemitraan Pembangunan
Ekonomi Bali (FKPEB) diprakarsai pemerintah Daerah Provinsi Bali. Forum ini
terdiri dari berbagai stakeholder, institusi pemerintah yang terkait dengan upaya
pengembangan ekonomi masyarakat, pengembangan produksi dan pemasaran serta
pendanaan swasta dan masyarakat. FKPEB berperan sebagai fasilitator kelompok
produsen yang berfungsi mempengaruhi eksekutif dan legislatif agar menghasilkan
kebijakan publik yang berpihak pada pengembangan ekonomi lokal. FKPEB juga
mampu memfasilitasi peningkatan kualitas dan mobilisasi sumber daya yang
dibutuhkan para produsen sehingga produknya dapat bersaing di pasar nasional dan
internasional.
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Bentuk kerjasama yang lain adalah kerjasama antar daerah yang dapat
melibatkan suatu sektor, misalnya hanya pemerintah saja, khususnya pemerintah
daerah atau melibatkan stakeholder non-pemerintah – pihak swasta, perusahaan, dan
masyarakat (Bappenas, 2005: Bappenas, 2006). Pertama, kerjasama antar pemerintah
daerah dalam pengembangan Kawasan Pawonsari yang melibatkan pemda dari tiga
kabupaten dan dari tiga provinsi berbeda, yaitu kabupaten Pacitan (Jawa Timur),
Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) dan kabupaten Wonosari (Daerah Istimewa
Yogyakarta). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi
masyarakat di kawasan tersebut, dengan menggali dan memanfatkan potensi wilayah,
khususnya sektor strategis. Salah satu rencana besarnya adalah mengelola dan
mengembangkan kawasan pantai Pawonsari, selain beberapa rencana pembangunan
infrastruktur penunjang jalan.
Kedua, kerjasama Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang terfokus pada
“Distribusi pajak hotel dan restoran (PHR) Kabupaten Badung dan kota Denpasar
kepada kabupaten-kabupaten di Provinsi Bali”. Kabupaten Badung dan kota
Denpasar dinilai oleh kabupaten lain di Provinsi Bali telah memperoleh eksternalitas
positif dari wilayah sekitarnya. Hal itu terjadi karena para wisatawan yang datang
untuk menikmati beragam kekayaan alam dan budaya di berbagai kabupaten di Bali
umumnya membelanjakan dananya di kabupaten Badung dan kota Denpasar yang
memiliki fasilitas hotel dan restoran yang memadai.
Ketiga, pengelolaan program transmigrasi di Kalimantan Timur. Pola
kerjasama antar daerah ini tidak direncanan secara khusus karena awalnya
transimigrasi merupakan program nasional, sementara daerah hanya membantu
pelaksanaannya. Setelah otonomi daerah dilaksanakan, kerjasama antara daerah
penerima dan pengirim transmigran secara bertahap dirancang dan diperbaiki,
sehingga diperoleh format yang lebih baik dan saling menguntungkan. Kerjasama
antara pemerintah daerah penerima transmigran (Kalimantan Timur) dengan
pemerintah daerah pengirim transmigran (seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali)
antara lain berbentuk kesepakatan, seperti kesepakatan jumlah transmigran serta
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berbagai peran dan tanggung jawab kedua pihak. Pemda penerima mengajukan syarat
kompetensi transimigran, sedangkan pemerintah daerah pengirim mencari dan
melatih calon transmigran agar sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan di daerah
tujuan. Pemerintah daerah pengirim dan penerima saling melakukan kunjungan,






Penelitian ini menggunakan pendekatan survai evaluatif guna menganalisis
dan menjelaskan berbagai aspek dari dampak kebijakan pemekaran wilayah
terhadap pengembangan kompetensi lokal sebagai basis kerjasama antar-daerah di
Provinsi Sulawesi Barat. Melalui pendekatan ini akan dilakukan: 1) eksplorasi
konsep, teori, hasil penelitian, dan data yang relevan dan mutahir; 2) penelusuran
dan inventarisasi berbagai isu-isu dan dokumen kerjasama daerah, 3) pendalaman
kasus, bentuk atau model kerjasama antar daerah, dan 4) analisis reprospektif
faktor-faktor determinan pengembangan model kerjasama antar daerah berbasis
kompetensi lokal yang dimiliki oleh setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
Prinsip dasar metode kerjasama antar daerah ini dipetakan ke dalam
matriks kesesuaian antara tujuan strategis yang akan dicapai dengan output yang

















3.2 Jenis dan Sumber Data
a. Data Primer, yaitu data dan informasi faktual yang diperoleh secara langsung
dari lapangan, baik melalui individu maupun wakil dari pemerintah daerah,
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), wakil dari institusi lokal di masyarakat
yang mengetahui keberagaman potensi dan kompetensi lokal yang dimiliki
setiap daerah, baik pada tingkat kabupaten maupun Provinsi Sulawesi Barat.
Data primer yang dibutuhkan juga mencakup pula hasil pengamatan fakta dan
informasi yang teramati menyangkut jawaban tujuan penelitian.
b. Data Sekunder, yaitu data kuantitatif dan informasi faktual yang diperoleh dari
dokumen yang tersedia pada institusi pemerintah daerah dan SKPD terkait serta
dari institusi lokal di masyarakat. Data sekunder bersifat kuantitatif meliputi
semua indikator Product Domestik Regional Bruto (PDRB), serta data sekunder
lain yang diperoleh melalui publikasi atau laporan penelitian dari dinas/instansi,
dan sumber-sumber lain yang mendukung kelengkapan data hasil penelitian.
Secara lengkap, pengelompokan jenis dan sumber data penelitian ini dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1
Jenis dan Sumber Data yang Diperlukan
Jenis Data Sumber Data
Data Primer
1 Data dan informasi mengenai potensi dan
kompetensi (alam, SDM, kelembagaan) lokal
sebagai basis kerjasama antar daerah pada tingkat
kabupaten dan Provinsi Sulawesi Barat.
Data langsung dari lapangan
melalui hasil pengamatan,
indentifikasi, dan pencataan
data dan informasi dari wakil
institusi dan individu.
2 Data mengenai lima sektor unggulan Provinsi
Sulawesi Barat yang meliputi





Provinsi Sulawesi Barat; Satuan
Perangkat Kerja Daerah
(SKPD); Biro Pusat Statistik
(BPS); dan dari institusi dan
individu yang terpercaya;
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3 Data mengenai mekanisme kerjasama antar
daerah yang telah, sedang atau akan dikerjakan.
Ibid.
4 Informasi mengenai persepsi para pemangku
kepentingan terhadap kerjasama antar daerah/
kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
Data Langsung di lapangan
melalui wawncara dan
kuesioner dengan aparat SKPD
dan pengguna
Data Sekunder







2 Indikator Ekonomi Provinsi/Kabupaten Bappeda dan BPS setempat
3 Product Domestic Regional Bruto (PDRB)
Provinsi/Kabupaten
Bappeda setempat
4 Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan
Provinsi/Kabupaten
Bappeda setempat
5 Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten  Media Informasi
 Bappeda setempat
6 Data Administrasi dan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten
 Bappeda
3.3 Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data primer dan sekunder penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan teknik-teknik berikut:
a. Teknik Observasi, digunakan dengan cara melakukan pengamatan, identifikasi
dan pencatatan ketepatan (kualitas, kuantitas) dan kesesuaian data kuantitatif
mengenai semua item dalam Product Domestic Regional Bruto (PDRB) tingkat
kabupaten dan provinsi pada instansi yang menangani, termasuk pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Barat. Teknik ini juga
digunakan untuk mengumpulkan data potensi dan arah pembangunan daerah,
terutama yang terkait dengan potensi dan kompetensi setiap daerah sebagai
basis kerjasama antar-daerah. Melalui teknik observasi ini dapat diperoleh hasil
konfirmasi data dan informasi mengenai:
 Kondisi dan arah pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat;
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 Peta sumberdaya (alam, manusia, kelembagaan) yang dimiliki oleh setiap
daerah sebagai basis kerjasama antar daerah kabupaten di Provinsi Sulawesi
Barat.
b. Teknik Angket, digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam bentuk
pernyataan dan pertanyaan tertulis yang disampaikan kepada informan (subyek
penelitian). Data yang dikumpulkan melalui teknik angket ini merupakan data
subjek yang menyatakan opini, sikap, pengalaman atau karakteristik subjek
penelitian secara individu atau kelompok. Selain itu, ditanyakan aspek-aspek
penting yang terkait dengan potensi lokal setiap daerah sebagai basis kerjasama
antar-daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Melalui pendekatan survai dengan
teknik pengumpulan data yang digunakan dapat diperoleh informasi mengenai:
 Karakteristik sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang berkembang di
daerah setempat, terutama menyangkut potensi dan kompetensi lokal yang
yang layak dikembangkan sebagai sumber keunggulan daya saing, atau
minimal sebagai penciri setiap daerah;
 Persepsi stakeholders terhadap potensi dan kompetensi lokal sebagai basis
pengembangan kerjasama antar-daerah;
 Tingkat partisipasi masyarakat (publik) dalam perencanaan pembangunan
daerah secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat
Provinsi Sulawesi Barat.
c. Teknik Wawancara, digunakan untuk memperoleh informasi faktual dari para
pemangku kepentingan dalam pengembangan kompetensi lokal sebagai basis
kerjasama antar daerah di Provinsi Sulawesi Barat. Wawancara dilakukan oleh
peneliti terhadap sejumlah informan kunci dan informan pada umumnya hingga
diperoleh data yang lengkap untuk dianalisis dan diinterpretasikan.
Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran
dokumen dan literatur dari berbagai sumber yang sahih, yaitu dengan cara
menyusun dan mengkompilasi berbagai data dan laporan yang terkait dengan
semua item PDRB dan bentuk-bentuk kerjasama antar daerah di Provinsi
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Sulawesi Barat. Selain data sekunder terkait dengan pengembangan model
kerjasama atau kesepakatan antar daerah yang telah dibuat, maka melalui
pengumpulan data sekunder ini juga diharapkan diperoleh data mengenai:
 Pembagian peran para stakeholders secara lebih detail terkait bentuk-bentuk
kerjasama antar-daerah yang telah, sedang, atau akan dilakukan;
 Sarana prasarana publik yang tersedia/dimiliki;
 Pasar dan kelembangaan sosial ekonomi yang digunakan;
 Identifikasi isu-isu sosial ekonomi dan budaya yang tumbuh/berkembang di
masyarakat; dan
 Berbagai kebijakan, program, dan atau kegiatan yang sedang berjalan yang
semuanya menjadi bukti nyata keterlaksanaan indikator PDRB dan rencana
pembangunan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
d. Teknik Diskusi Kelompok Terfokus (Focused Group Discussion, disingkat
FGD). Melalui teknik ini akan dikembangkan panduan diskusi yang memuat
tema penting yang didiskusikan terkait dengan fokus (variabel, indikator)
penelitian. Teknik ini akan dilaksanakan secara kontestual bersama sumber data
yang terpercaya, baik mewakili unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
kalangan swasta yang berkontribusi dalam pengembangan usaha, dan kalangan
media setempat, maupun dari unsur yang mewakili elemen tokoh masyarakat.
3.4 Teknik Analisis Data
Analisis data hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik
analisis deskriptif kualitatif dan shift share analysis. Teknik analisis ini terbagi
menjadi dua bagian, yaitu analisis deskriptif (kualitatif), dan analisis Shift Share.
Analisis deskriptif dilakukan dengan penggambaran secara komprehensif data
kualitatif yang diperoleh melalui hasil penelusuran data lapangan, survai, dan
dokumentasi. Hasil analisis ini menjadi masukan yang sangat berharga untuk para
pengambil keputusan, tergantung pada bentuk analisis tersebut. Dengan demikian,
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analisis deskriptif ini merupakan alat analisis penting untuk mencapai tujuan
penelitian.
Pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis perbandingan,
yaitu melihat kompetensi lokal berdasarkan sektor basis. Sektor basis didefinisikan
sebagai suatu sektor atau kegiatan yang keberadaannya cenderung memusat di
suatu wilayah dibandingkan secara relatif dengan keberadaan sektor tersebut di
wilayah lainnya. Pemusatan ini menjadikan sektor yang bersangkutan memiliki
keunggulan yang bersifat komparatif. Sektor basis juga dianggap sebagai sektor
yang memiliki kemampuan untuk mengekspor hasil produksinya, baik dalam
bentuk barang maupun jasa secara kompetitif. Pengertian di atas menjadikan suatu
sektor basis dapat dianggap sebagai sektor unggulan yang merupakan kompetensi
lokal yang dimiliki suatu daerah (Akib, 2010).
Salah satu metode analisis untuk mengidentifikasi sektor basis di antaranya
adalah dengan menggunakan teknik analisis Location Quotient, disingkat LQ. Ada
tiga jenis analisis dalam konteks analisis Location Quotient, yaitu:
 Pengukuran nilai Localization Quotient (LQ)
Nilai LQ digunakan untuk melihat arah kecenderungan suatu item kegiatan
apakah terkonsentrasi di suatu daerah (kabupaten) dibandingkan dengan di
kabupaten lain. Jika suatu item aktivitas teridentifikasi terkonsentrasi di suatu
daerah atau wilayah, maka aktivitas tersebut merupakan sektor basis di daerah










LQij = Nilai LQ kegiatan j di wilayah i
Xij = Volume kegiatan j di daerah i
Xi = Volume seluruh kegiatan di daerah i
Xj = Volume kegiatan j di seluruh daerah
Xtotal = Volume seluruh kegiatan di seluruh daerah
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Adapun interpretasi hasil perhitungan nilai LQ untuk penelitian ini adalah:
 LQ > 1 : kondisi item kegiatan cenderung terkonsentrasi di daerah kajian
dibandingkan dengan kondisi kegiatan sejenis di wilayah lain.
 LQ = 1 : kondisi kegiatan di wilayah kajian relatif sama (setara) dengan
kondisi kegiatan sejenis di daerah lain.
 LQ < 1 : kondisi kegiatan di daerah kajian relatif lebih kecil dibandingkan
dengan kondisi kegiatan sejenis di daerah lain.
 Pengukuran nilai Localization Index (LI)
Pengukuran LI dilakukan untuk mendukung analisis LQ dimana dari
pengukuran LI akan dapat diketahui bagaimana sebaran perkembangan suatu
kegiatan, apakah perkembangannya tersebar merata di seluruh bagian daerah
atau hanya pada daerah-daerah tertentu. Dengan kata lain, LI dapat digunakan
untuk menganalisis daerah mana yang potensial untuk pengembangan suatu
kegiatan, sesuai kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan yang
bersangkutan. Isard (1976) menjelasakan bahwa LI merupakan suatu index
yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan

























Adapun interpretasi terhadap hasil perhitungan nilai LI adalah:
 LI mendekati 1, artinya perkembangan kegiatan cenderung memusat di suatu
lokasi sehingga kegiatan yang bersangkutan akan dapat berkembang secara
lebih baik jika dilakukan di lokasi tertentu.
 LI mendekati 0, artinya kegiatan yang diamati cenderung memiliki tingkat
perkembangan yang sama di suatu daerah, sehingga kegiatan ini dapat
dikembangkan sama baik di seluruh bagian daerah.
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 Pengukuran nilai Specialization Index (SI)
Seperti halnya dengan LI, maka pengukuran SI merupakan turunan dari
pengukuran LQ. Perhitungan nilai SI digunakan untuk mengidentifikasi
kekhasan perkembangan suatu kegiatan di setiap daerah. Adapun formula






















Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, selanjutnya akan
diinterpretasikan sebagai berikut:
 SI mendekati 1, berarti ada kekhasan. Artinya daerah yang diamati memiliki
kegiatan tertentu yang relatif menonjol perkembangannya dibandingkan
dengan di daerah lain.
 SI mendekati 0, berarti tidak ada kekhasan. Artinya daerah yang diamati
tidak memiliki kegiatan tertentu yang relatif menonjol perkembangannya
dibandingkan dengan di daerah lainnya.
 Analisis dalam rangka identifikasi kondisi kerjasama antar daerah yang telah
terbentuk
Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama dan
koordinasi antar daerah yang pernah dan sedang dilakukan oleh daerah penelitian
dengan daerah lainnya, yang mencakup kajian mengenai lingkup kerjasama,
bentuk kerjasama, pihak yang terlibat dan peranannya, tahun mulai dan
berlangsungnya kerjasama, manfaat yang diperoleh serta permasalahan yang
dihadapi dalam pelaksanaan kerjasama tersebut.
Pendekatan analisis lain yang digunakan adalah analisis shift share. Teknik
analisis Shift share digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik, tingkat
perkembangan dan pertumbuhan aktivitas di suatu daerah dan antar daerah dalam
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suatu kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, aktivitas kegiatan yang dianalisis adalah
struktur perekonomian sektoral dalam Product Domestic Regional Bruto (PDRB)
wilayah untuk kurun waktu tahun 2008-2012 (dalam lima tahun terakhir). Dalam
hal ini dilakukan kajian tentang kondisi pertumbuhan sektoral di tingkat kabupaten
yang menjadi daerah studi dengan di tingkat Propinsi Sulawesi Barat. Dari hasil
analisis ini akan dapat diketahui perkembangan suatu sektor di suatu daerah
apabila dibandingkan dengan perkembangan sektor sejenis maupun sektor lainnya
di daerah lain maupun di keseluruhan wilayah, apakah cenderung pesat ataukah
lebih lambat.
Asumsi dalam penelitian ini adalah perubahan produksi/tenaga kerja/nilai
produksi di suatu daerah antara tahun dasar dengan tahun analisis dibagi menjadi
tiga komponen, yaitu komponen pertumbuhan nasional (national growth
component / PN) atau total share, komponen pertumbuhan proporsional
(proportional mix growth component / PP) atau proportional shift / mix, serta
komponen pertumbuhan pangsa wilayah atau daerah (regional share growth
componen / PPW) atau komponen kompetitif.
1. Komponen pertumbuhan nasional (PN), adalah perubahan kesempatan kerja
atau produksi atau nilai produksi di suatu daerah yang disebabkan oleh
perubahan kesempatan kerja atau produksi atau investasi, perubahan kebijakan,
dan hal-hal lainnya yang dapat memperngaruhi kinerja perekonomian di tingkat
nasional (seluruh wilayah/daerah).
2. Komponen pertumbuhan proporsional (PP), adalah perkembangan suatu sektor
yang muncul karena pengaruh adanya perbedaan permintaan produk akhir,
perbedaan ketersediaan bahan mentah, perbedaan kebijakan ekonomi, atau
perbedaan struktur pasar yang dimiliki suatu daerah dimana faktor-faktor
tersebut mampu mempengaruhi perkembangan ekonomi di suatu daerah. Jika
suatu daerah memiliki nilai PP > 0 (positif) maka dapat disimpulkan bahwa
perkembangan sektor terkait di daerah analisis cenderung berkembang cepat/
pesat. Kondisi sebaliknya berlaku jika nilai PP < 0, yang berarti perkembangan
sektor tersebut cenderung lambat.
22
3. Komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW), yaitu perkembangan suatu
sektor yang timbul karena pengaruh peningkatan atau penurunan pendapatan,
produksi, kesempatan kerja, ketersediaan prasarana dan sarana, dukungan
kelembagaan, dan faktor-faktor lainnya yang secara khas dimiliki suatu
wilayah. Jika suatu wilayah memiliki nilai PPW > 0 (positif) maka dapat
disimpulkan bahwa wilayah tersebut memiliki daya saing yang baik atau
wilayah memiliki keunggulan daya saing yang baik untuk sektor yang
dianalisis. Sebaliknya jika PPW < 0, maka berarti wilayah kurang atau bahkan
tidak memiliki keunggulan / daya saing pada sektor yang dianalisis.
4. Penjumlahan dari komponen pertumbuhan proporsional dan pangsa wilayah
(PP + PPW) membuahkan indikator pergesaran bersih (PB), dimana jika nilai
PB > 0, maka pertumbuhan suatu sektor di wilayah analisis cenderung progesif
(maju) dan jika PB < 0 maka pertumbuhan suatu sektor di wilayah analisis
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PNij = Komponen pertumbuhan nasional sektor i di wilayah j
PPij = Komponen pertumbuhan proporsional sektor i di wilayah j
PPWij = Komponen pertumbuhan pangsa wilayah sektor i di wilayah j
Ra = perbandingan total volume seluruh sektor di seluruh wilayah pada
tahun t dengan tahun dasar
Ri = perbandingan total volume sektor i di seluruh wilayah pada tahun t
dengan tahun dasar
rij = perbandingan volume sektor i di wilayah j pada tahun t dengan
tahun dasar
Yij = volume sektor i di wilayah j
Y

i = volume sektor i di seluruh wilayah
Y

j = volume seluruh sektor di seluruh wilayah
t = tahun t / tahun analisis




Adapun jadwal pelaksanaan penelitian yang direncakan adalah sebagai
berikut:
No Uraian Kegiatan Tahun I Tahun II Tahun III
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Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
Komponen Pengeluaran Tahap I Tahap II Tahap III Total(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
A. Gaji dan Upah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000
1. Tim Peneliti 17.000.000 17.000.000 17.000.000 51.000.000
2. Upah Tim enumerator 3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000
3. Upah Tim Pengumpul Data 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000
B. Bahan Perangkat /
Penunjang 30.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000
1. Komputer 7.000.000 7.000.000 7.000.000 21.000.000
2. Printer Epson 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000
3. Kamera Digital 4.000.000 4.000.000 4.000.000 12.000.000
4. Tinta Printer 800.000 800.000 800.000 2.400.000
5. LCD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 12.000.000
6. Alat Perekam 3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000
7. Pulpen 200.000 200.000 200.000 600.000
8. Kursi + Meja Pertemuan 8.000.000 8.000.000 8.000.000 24.000.000
9. Hardisk Eksternal 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000
C. Perjalanan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 75.000.000
1. Mengurus Izin Penelitian 4.000.000 4.000.000 4.000.000 12.000.000
2. FGD 6.000.000 6.000.000 6.000.000 18.000.000
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3. Kumpul Data 15.000.000 15.000.000 15.000.000 45.000.000
Lain-Lain 15.000.000 15.000.000 15.000.000 45.000.000
a. Administrasi 1.500.000 1.500.000 1.500.000 4.500.000
b. Publikasi 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000
c. Lokakarya/Seminar 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000
d. Pengolahan dan analisis
data 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.500.000
e. Penggandaan laporan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000
f. Dokumentasi 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000
g. Insentif Responden 3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000
TOTAL 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000
30




Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian
Tahap I Tahap II Tahap III Total
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
A. Gaji dan Upah 30.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000
1. Tim Peneliti 17.000.000 17.000.000 17.000.000 51.000.000
2. Upah Tim enumerator 3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000
3. Upah Tim Pengumpul Data 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000
B. Bahan Perangkat / Penunjang 30.000.000 30.000.000 30.000.000 90.000.000
1. Komputer 7.000.000 7.000.000 7.000.000 21.000.000
2. Printer Epson 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000
3. Kamera Digital 4.000.000 4.000.000 4.000.000 12.000.000
4. Tinta Printer 800.000 800.000 800.000 2.400.000
5. LCD 4.000.000 4.000.000 4.000.000 12.000.000
6. Alat Perekam 3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000
7. Pulpen 200.000 200.000 200.000 600.000
8. Kursi + Meja Pertemuan 8.000.000 8.000.000 8.000.000 24.000.000
9. Hardisk Eksternal 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000
C. Perjalanan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 75.000.000
1. Mengurus Izin Penelitian 4.000.000 4.000.000 4.000.000 12.000.000
2. FGD 6.000.000 6.000.000 6.000.000 18.000.000
3. Kumpul Data 15.000.000 15.000.000 15.000.000 45.000.000
Lain-Lain 15.000.000 15.000.000 15.000.000 45.000.000
a. Administrasi 1.500.000 1.500.000 1.500.000 4.500.000
b. Publikasi 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000
c. Lokakarya/Seminar 2.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000
d. Pengolahan dan analisis data 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.500.000
e. Penggandaan laporan 3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000
f. Dokumentasi 1.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000
g. Insentif Responden 3.000.000 3.000.000 3.000.000 9.000.000
TOTAL 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000
Komponen Pengeluaran
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Lampiran 2 Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas
SUSUNAN ORGANISASI TIM PELAKSANA
No.




Bidang Ilmu Alokasi Waktu,
(Jam/Minggu)
Uraian Tugas



















































Lampiran 3 Ketersediaan sarana dan prasarana Penelitian
Mendukung kegiatan penelitian yang direncanakan, maka akan peneliti
menyediaan berbagai sarana dan prasarana penelitian. Adapun sarana dan prasana
penelitian yang akan mendukung aktivitas penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.












(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 R. Kantor
Pertemuan
1 35 √ - √ - 5 hari kerja
2 R. Laboratorium 1 70 √ - √ - Sebagian penuh
3 R. Perpustakaan 1 190 √ - √ - 5 hari kerja
4 Fasilitas Internet Setiap ruang mempunyai fasilitas Wifi.
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Lampiran 4 Biodata Ketua dan Anggota Peneliti
KETUA TIM PENELITI
A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si.
2 Jabatan Fungsional Guru Besar
3 Jabatan Struktural Ketua Program Studi S3 Ilmu Administrasi
Publik PPs UNM
4 NIP/NIK/No. Identitas Lainnya 19650522 199003 1 002
5 NIDN 0022056506
6 Tempat dan Tanggal Lahir Pangkep, 22 Mei 1965
7 Alamat Rumah Jalan Sunu Kompleks UNHAS Baraya
Blok A.12 Makassar
8 Nomor Telepon/Fax. 0411-456879
9 Nomor HP. 08128023594
10 Alamat Kantor Gedung BH Kampus FIS UNM,
Gunungsari Baru, 90222
11 Nomor Telepon/Fax. 0411-889464 / 0411-887406
12 Alamat e-mail haedar652002@yahoo.com.au
13 Lulusan yang telah dihasilkan S-1= orang; S-2= orang; S-3=
orang
14 Mata Kuliah yang Diampu 1. Analisis Kebijakan Publik (S1)
2. Konsep & Teori Ilmu Administrasi (S2,
S3)
3. Administrasi & Kebijakan Publik (S2,
S3)
4. Sistem Informasi Manajemen (S2)
5. Sistem Pengambilan Keputusan
Strategik (S1)
6. Evaluasi Kinerja Lembaga Diklat (S2)
7. Administrasi Pembangunan (S1, S3)
8. Manajemen Kebijakan Strategis (S2)
B. Riwayat Pendidikan
S1 S2 S3



























































2 2008 Evaluasi Kinerja Pembangunan













5 2009 Evaluasi Kinerja Pembangunan




6 2009 Kerjasama dan Koodinasi Antar
Daerah Dalam Penyediaan







7 2010 Evaluasi Kinerja Pembangunan
















9. 2011 Evaluasi Kinerja Pembangunan




D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat





1 2007 Pembimbing dan Koordinator
Provinsi Sulawesi Selatan
Dalam Penelitian Tindakan







2 2008 Pembimbing dan Koordinator
Provinsi Sulawesi Selatan
Dalam Penelitian Tindakan







3 2007 Nara Sumber/Fasilitator pada
rangkaian kegiatan Bimbingan
Teknik Peningkatan Kompetensi






4 2008 Nara Sumber/Fasilitatot pada
Bimbingan Teknik Peningkatan







5 2008 Nara Sumber/Fasilitator
Kegiatan Pendidikan &
Perlatihan Calon Kepala Sekolah




6. 2009 Konsultan World Bank untuk
Program BERMUTU, lokasi




7. 2009 Fasilitator Program Direktorat -
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8 2009 Provincial Core Team (PCT)



























E. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal
No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal


































4 2006 Memahami Konflik Vol. 5 No. 1 Jurnal Bisnis &
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8 2008 Reaktualisasi Fungsi dan
Peranan Kepala Sekolah
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2013 “Independence of Election
Commission of Regional









of social science a
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2013 “Policy Impact of
Regional Development











2013 “The analysis of public
policy formulation at
legislative board of South
March 30, 2014






No. Tahun Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor Nama Jurnal
Sulawesi province” International
F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar
Ilmiah
No. Nama Pertemuan
Ilmiah Judul Artikel Ilmiah Waktu danTempat















G. Pengalaman Penulisan Buku
No. Tahun Judul Buku Jumlah
Halaman
Penerbit
1 2008 Kewirausahaan Sekolah, Bahan








2 2008 Manajemen Perubahan Sekolah
Menuju Sekolah Efektif, Bahan









No. Tahun Judul Buku Jumlah
Halaman
Penerbit











H. Pengalaman Perolehan HKI




1 2007 Dasar-dasar Teori Organisasi ISBN 978-979-26-
4890-4
I. Pengalaman Rumusan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya
No. Tahun
Judul/Tema/Jenis Rekayasa
































































































































































































12. 2013 Pelayanan Publik Dasar
(Kesehatan, Pendidikan,
Ekonomi) dalam Perspektif












2013 Analisis Hotel dan Kamar







2013 analisis Daya Tarik Wisata
(DTW) berbasis Kunjungan







Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan
dalam pengajuan Penelitian Strategis Nasional.
Makassar, 26 April 2015
Pengusul




1 Nama Lengkap Dr. Risma Niswaty, S.S., M.Si.
2 Jabatan Fungsional Lektor
3 Jabatan Struktural Skeretaris Program Studi S1 Pendidikan
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4 NIP/NIK/No. Identitas Lainnya 19720126 200312 2 004
5 NIDN 0026017206
6 Tempat dan Tanggal Lahir Ujung Pandang, 26 Januari 1972
7 Alamat Rumah Taman Pesona Asri Blok C No.4
Sungguminasa
8 Nomor Telepon/Fax. 0411-8215742
9 Nomor HP. 081343972223
10 Alamat Kantor Gedung BE Kampus FIS UNM,
Gunungsari Baru, 90222
11 Nomor Telepon/Fax. 0411-889464 / 0411-887406
12 Alamat e-mail risma.niswaty@gmail.com
13 Lulusan yang telah dihasilkan S-1= orang; S-2= orang; S-3=
orang
14 Mata Kuliah yang Diampu 1. Analisis Kebijakan Publik (S1)
2. Manajemen Sumber Daya Manusia (S1)
3. Sistem Informasi Manajemen (S1)
4. Teknologi Informasi dan Komunikasi
(S1)
5. Metodologi Penelitian Sosial (S1)
6. Teori dan Etika Komunikasi (S1)
7. Manajemen Usaha Kecil (S1)









































































3 2006 Pengaruh Bantuan Langsung
Tunai Dana Subsidi Bahan
Bakar Minyak Terhadap
Kesejahteraan Masyarakat








4 2012 Implementasi Kebijakan
Pencalonan pada Pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2010
(Studi pada Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gowa)
PNBP 3.500.000
5 2013 Demokratisasi dan Efektivitas
Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Kepala Daerah
Kabupaten Gowa oleh Komisi
Pemilihan Umum Daerah
Hibah Doktor 31.500.000
6 2013 Efektivitas Pelaksanaan Tugas




7 2014 Manajemen Keluhan Pelanggan
(Complaint Management) pada
Pemberian Layanan Publik di
Kota Makassar
PNBP 7.500.000
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1 2006 Pelatihan Penyusunan Proposal
Peneliti Bagi Guru-Guru SMP
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Umum Kabupaten Gowa
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10 Alamat Kantor Gedung BH Kampus FIS UNM,
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13 Lulusan yang telah dihasilkan S-1= 14 orang
14 Mata Kuliah yang Diampu 1. Adm. Pemerintahan Daerah
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2. 2012 Analisis Daya Tampung,
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan
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Lampiran 5. Surat Pernyataan Ketua Peneliti/pelaksana
